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ABSTRAK 

 

Penerapan Restorative Justice telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana 

berdasarkan keadilan restoratif. Salah satu kasus yang diselesaikan dengan 

Restoratif Justice adalah kasus kecelakaan lalu lintas di kawasan GOR Agus 

Salim, Padang, yang melibatkan bus dan seorang pejalan kaki. Rumusan Masalah: 

1) Bagaimana tingkat keberhasilan Restoratif Justice yang diterapkan Polresta 

Padang dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas? 2) Apa kendala Polresta 

Padang dalam menerapkan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus 

kecelakaan lalu lintas? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data 

penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan 

IPTU Zulkifli, AIPTU Iswandi, dan AIPDA Arianto dan Data sekunder di peroleh 

dari peraturan perundang-undang dan kepustakaan yakni data tentang kecelakaan 

lalu lintas di Polresta Padang Tahun 2022-2024 terakhir. Teknik pengumpulan data 

diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data penelitian ini 

adalah kualitatif. Hasil penelitian: 1) Tingkat keberhasilan Restoratif Justice yang 

diterapkan Polresta Padang dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yaitu 

terbukti efektif, dengan mayoritas kasus diselesaikan melalui mekanisme ini 

dibandingkan metode lain. 2) Kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam 

menerapkan Restoratif Justice pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas 

yaitu seperti trauma korban, rendahnya kesadaran pelaku, dan keterbatasan 

sumber daya. 

 

Kata Kunci: Restorative Justice, Polresta Padang, Kecelakaan Lalu Lintas 
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ABSTRACT 

 

The implementation of Restorative Justice is regulated under Indonesian National 

Police Regulation Number 8 of 2021, which governs the handling of criminal 

offenses based on restorative justice principles. This study was conducted in 

response to a traffic accident in the GOR Agus Salim area, Padang, involving a 

bus and a pedestrian. This research aims to assess the effectiveness of Restorative 

Justice applied by Polresta Padang in resolving traffic accident cases and to 

identify the challenges encountered in its implementation. Employing a socio-

legal (sociological juridical) approach, primary data were collected through 

interviews with IPTU Zulkifli, AIPTU Iswandi, and AIPDA Arianto, while 

secondary data were obtained from legislation and literature, including traffic 

accident records from Polresta Padang between 2022 and 2024. Data collection 

methods included interviews and document analysis, and the findings were 

analyzed using a qualitative approach. The results indicate that the Restorative 

Justice approach implemented by Polresta Padang in traffic accident resolution 

has been effective, with the majority of cases being successfully settled through 

this mechanism rather than through alternative legal procedures. However, 

several challenges remain, including victim trauma, low offender awareness, and 

limited resources, which hinder the full implementation of Restorative Justice in 

traffic accident resolution. 

 

Keywords: Restorative Justice, Padang Police, Traffic Accident 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang banyak 

terjadi di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi secara tak terduga dan 

tak disengaja yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya peningkatan 

jumlah kendaraan bermotor, kelalaian pengemudi, kondisi geometris jalan, 

kelaikan kendaraan, dan faktor lingkungan.1 Hal ini dijelaskan dalam Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 24, 

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga 

dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna 

jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta 

benda”. 

World Health Organization (2023) menyatakan bahwa sekitar 1,19 juta 

orang meninggal di jalan raya setiap tahun. Sekitar 20 hingga 50 juta orang 

lainnya menderita cedera yang tidak fatal, dan banyak di antaranya 

mengalami kecacatan. Indonesia termasuk negara yang terus mengalami 

peningkatan kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya, Berdasarkan data dari 

Integrated Road Safety Manajemen System (IRSMS) Korlantas Polri, tercatat 

sebanyak 79.220 kecelakaan lalu lintas terjadi di Indonesia hingga 5 Agustus 

2024. Hal tersebut berimplikasi terhadap peningkatan kerugian material dan 

korban jiwa. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu kota 

 
1  La Ode Ali Mustafa, Samaluddin, & Hardi Done, 2023, ‘Efektifitas 

Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Polres 

Baubau’, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume 8 No 2 

Juli-Desember 2012, hlm. 118. 
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di Indonesia yang tercatat banyak mengalami kecelakaan lalu lintas. 

Berdasarkan data Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Kota Padang tahun 2022-

2024, tercatat sekitar 2.564 kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota Padang,. 

Kasus kecelakaan lalu lintas melalui penerapan Restorative Justice dapat 

dilakukan melalui diskresi. Diskresi dapat diterapkan pada berbagai jenis 

tindak pidana, termasuk termasuk perlindungan konsumen, pelanggaran lalu 

lintas, tindak pidana dalam praktik kedokteran, kekerasan dalam rumah 

tangga, dan tindak pidana yang melibatkan anak-anak, serta lainnya.2 Diskresi  

memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tindakan 

diskresi ini bukanlah bentuk kesewenang-wenangan.3 

Mediasi merupakan bagian dari pendekatan Restorative Justice. Mediasi 

sering digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas 

untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah tersebut secara 

kekeluargaan tanpa harus melalui proses hukum.4 Oleh karena itu, penyidik 

yang bekerja di bidang lalu lintas dituntut untuk dapat melakukan tindakan 

mediasi sebagai upaya penyelesaian di luar pengadilan. 

Pendekatan Restorative Justice menjadi salah satu metode yang lebih 

fokus pada kebutuhan korban, pelaku, serta keterlibatan masyarakat, daripada 

sekadar memenuhi syarat hukum atau menghukum  

 
2 Junia Rakhma Putri, 2021, ‘Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif’, SUMATERA 

LAW REVIEW, Volume 4, Nomor 1 2021, hlm. 83. 

3 La Ode Ali Mustafa, Samaluddin, & Hardi Done, Op. Cit., hlm. 119. 

4 Ibid. 
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pelaku.5 Tanggal 08 Agustus 2012, Kabareskrim Polri mengeluarkan Surat 

Telegram Nomor STR/583/VIII/2012 mengenai penerapan Restorative 

Justice, yang menjadi dasar bagi penyidik dalam menyelesaikan kasus pidana 

melalui pendekatan ini. Kemudian, tanggal 27 Juli tahun 2018, Kapolri 

kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 tahun 2018 tentang penerapan 

Restorative Justice dalam penanganan perkara pidana. Surat edaran ini 

menjadi pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri dalam proses 

penyelidikan dan penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum 

dan pengendalian dalam penerapan prinsip Restorative Justice, demi 

tercapainya kepentingan umum dan rasa keadilan di masyarakat. Selain itu, 

surat edaran ini juga bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman 

dan penerapan Restorative Justice di lingkungan Polri.6 

Penerapan pendekatan Restorative Justice tidak dapat ditawarkan secara 

langsung kepada pihak-pihak yang terlibat. Akan tetapi, penanganan 

kecelakaan lalu lintas harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Jika di kemudian hari para pihak mencapai kesepakatan damai, hal itu bisa 

dipertimbangkan untuk diterapkannya Restorative Justice, asalkan memenuhi 

kriteria yang ditentukan. Penerapan Restorative Justice juga telah diatur 

dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Penanganan Tindakan Pidana Berdasarkan Restorative Justice, yang 

 
5 Fandika Wahyu Ramadhani & Suyatna, 2024, ‘Penerapan Restorative 

Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisisan Negara 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana 

Berdasarkan Keadilan Restoratif’, Indonesian Journal of Law and Justice, 

Volume 1 No 4, hlm. 2. 

6 Junia Rakhma Putri, Op. Cit., hlm. 82. 
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menjadi pedoman bagi penyidik untuk menerapkan Restorative Justice dalam 

proses penyidikan tindak pidana.7 

Kecelakaan lalu lintas dikategorikan sebagai tindak pidana 8 , di mana 

penyelesaian melalui jalur hukum seringkali menjadi pilihan9. Akan tetapi, 

dalam praktik di lapangan terdapat kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak 

diselesaikan melalui jalur hukum pidana, melainkan diselesaikan secara 

damai oleh pihak yang terlibat.10 Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas 

sering kali tidak konsisten. Beberapa kasus dilanjutkan ke pengadilan, namun 

banyak yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum karena kedua belah 

pihak mencapai kesepakatan damai. Ada berbagai alasan yang dijadikan dasar 

untuk melanjutkan atau menghentikan proses hukum, baik karena hubungan 

keluarga antara pelaku dan korban, maupun karena adanya perdamaian di 

antara kedua belah pihak.11 

Ketidakkonsistenan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas 

menunjukkan bahwa sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia 

cenderung mengikuti dinamika keadilan di masyarakat, khususnya terkait 

penerapan prinsip Restorative Justice. Prinsip ini menekankan pada tanggung 

jawab pelaku kejahatan untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, serta 

mengembalikan kerugian yang diderita korban, sehingga kondisi korban bisa 

 
7 Ibid, hlm. 84. 

8 Fandika Wahyu Ramadhani & Suyatna, Op. Cit., hlm. 2. 

9 La Ode Ali Mustafa, Samaluddin, & Hardi Done, Op. Cit., hlm. 118-119. 

10 Ibid, hlm. 121. 

11 I. Tajudin & Nella Sumika Putri, 2015, ‘Penyelesaian Tindak Pidana 

Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian 

Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan’, 

PADJAJARAN: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No1, hlm. 146. 
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dipulihkan, atau setidaknya mendekati keadaan semula, yang dianggap 

mampu memenuhi rasa keadilan.12 

Prinsip Restorative Justice sebagai alternatif dalam sistem peradilan 

pidana dapat ditinjau dari sudut pandang teoritis dan praktis. Secara teoritis, 

penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan dengan menerapkan Restorative 

Justice melalui mediasi penal menawarkan perspektif baru bagi sistem 

peradilan pidana di Indonesia. Sementara itu, dari sisi praktis, Restorative 

Justice dalam bentuk mediasi penal telah lama diterapkan oleh masyarakat 

Indonesia, khususnya dalam konteks hukum adat. 13  Namun, pendekatan 

Restorative Justice tidak bertujuan memberikan kekebalan kepada pelaku 

tindak pidana. Sebaliknya, pendekatan ini dirancang untuk melindungi 

kepentingan baik korban maupun pelaku yang terlibat dalam proses hukum. 

Dalam kerangka Restorative Justice, sanksi terhadap pelaku bukanlah untuk 

membalas, melainkan untuk mendidik. Oleh karena itu, sanksi tersebut harus 

bersifat proporsional dan menghasilkan solusi yang konstruktif.14 

Restorative Justice banyak diterapkan pada korban dengan luka ringan, 

di mana pelaku dan korban mencapai kesepakatan untuk berdamai. 

Kesepakatan ini dianggap sebagai proses penyelesaian yang dapat 

menyelesaikan sengketa antara pelaku dan korban. Namun, penerapan sistem 

Restorative Justice menghadapi kendala hukum dan persepsi masyarakat 

mengenai kasus kecelakaan lalu lintas. Fokus utama penelitian ini adalah 

bahwa penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice dianggap sebagai 

 
12 Junia Rakhma Putri, Op. Cit., hlm. 82. 

13 La Ode Ali Mustafa, Samaluddin, & Hardi Done, Loc. Cit. 

14 Ibid. 
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metode yang paling efektif dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. 

Hal ini dikarenakan penyelesaian melalui jalur hukum seringkali memakan 

waktu dan berbelit-belit. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat menjadi 

alternatif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan damai 

tanpa mengesampingkan prinsip “tidak saling merugikan”. Prinsip dasar dari 

Restorative Justice adalah mengalihkan fokus dari hukuman dan pembalasan 

kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, 

pelaku biasanya menerima hukuman penjara atau denda, sementara korban 

sering merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang masih 

ada. Dalam pendekatan Restorative Justice, terdapat dialog antara korban, 

pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi dari tindakan kriminal 

serta mencari solusi yang memuaskan semua pihak.15 Penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dikarenakan kasus kecelakaan lalu lintas di kawasan 

GOR Agus Salim, Padang, antara bus dengan seorang pejalan kaki yang 

berujung pada penyelesaian damai melalui mekanisme Restorative Justice 

oleh pihak Polresta Padang. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

membahas permasalahan dengan mengangkat judul yaitu “EVALUASI 

EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH 

SATLANTAS POLRESTA PADANG DALAM PENANGANAN KASUS 

KECELAKAAN LALU LINTAS” 

 

 

 
15 Ibid, hlm. 121. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat keberhasilan Restorative Justice yang diterapkan 

Polresta Padang dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas? 

2. Apa kendala Polresta Padang dalam menerapkan Restorative Justice dalam 

penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan penerapan Restorative Justice 

oleh Polresta Padang dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas. 

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam 

menerapkan Restorative Justice pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu 

lintas. 

D. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini akan memberikan kemudahan dalam mencapai 

tujuan dari penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian yakni: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis 

sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian 

yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan 

jalan terjun langsung ke objeknya.16 Penelitian Yuridis Sosiologis adalah 

penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang 

kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap 

masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian 

yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau 

 
16  Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit 

Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51. 
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variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau 

bahan pustaka dan wawancara.17 

2. Sumber Data 

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan 

dua data yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama, guna mendapatkan data yang 

berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

Data primer didapatkan melalui wawancara dengan IPTU Zulkifli 

Kanit Laka Lantas Polresta Padang, AIPTU Iswandi Smendra 

Kasubnit I Polresta Padang, dan AIPDA Arianto Kasubnit Shief A 

Polresta Padang 

b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka 

dan digunakan juga informasi sebagai penunjang dari data primer. 

Data sekunder di peroleh dari peraturan perundang-undang dan 

kepustakaan yaitu berupa data tentang kecelakaan lalu lintas di 

Polresta Padang Tahun 2022-2024 terakhir dan data penyelesaian 

kasus lalu lintas di luar pengadilan.  

3. Teknik Pengumpulan  

a.    Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung atau 

peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi. 18  Dalam 

 
17  Amiruddin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 34. 

18 Djulaeka Dan Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, 

Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 90. 
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penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu 

dengan membuat daftar pertanyaan, dimana pertanyaan diarahkan 

untuk menggali topik yang telah ditetapkan dan dimungkinkan timbul 

pertanyaan-pertanyaan baru yang menyertainya. 

b.   Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dan 

menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum seperti buku-

buku, dokumen-dokumen dan melakukan penafsiran jika pendekatan 

perundang-undangan, yang berkaitan dengan masalah yang akan 

ditelit. untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. 

Selanjutnya bahan hukum dicatat secara sistematis dan konsisten, 

sehingga bahan hukum yang diperoleh dapat ditulis dengan 

penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga 

nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.19 

4. Teknik Analisis Data 

 Data primer dan data sekunder yang telah berhasil dikumpulkan 

Penulis akan menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini 

dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini 

digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang 

dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, data 

studi dokumen (kepustakaan) yakni literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian mengenai kecelakaan lalu lintas. Kemudian 

diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat. 

 

 
19 Ibid, hlm. 37. 


